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PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA NON TUNAI  

MELALUI QRIS DINAMIS DI KOTA YOGYAKARTA 
 

 Petrus Sutono 

 

 Abstract 

Regional taxes as one of the tools to collect funds from the community to the 

regional government are still the mainstays of the original regional revenue 

sources. Regional tax collection has been conducting for quite a long time 

started from the use of conventional methods so that the transparency of its 

implementation has not been maximized. Various innovations continue to be 

made to optimize regional tax revenues. Along with the development of 

information technology, regional government implements payment method that 

can meet procedures, save time, reduce costs, and ensure transparency. The 

method is dynamic Qris, an innovation  method of paying non-cash taxes online. 
 

Keywords: regional taxes, original regional revenue, conventional methods, 

transparency, dynamic Qris 

 

 

A. Pendahuluan  

Pajak daerah adalah pungutan 

uang oleh pemerintah daerah dengan 

maksud meningkatkan pendapatan 

asli daerah yang dipergunakan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan 

daerah.  

Pajak daerah mencakup pajak 

yang dipungut oleh pemerintah 

provinsi dan pajak daerah yang 

dipungut oleh pemerintah 

kabupaten/kota. Cara pemungutan 

Pajak daerah ini telah berjalan cukup 

lama dengan cara yang masih 

konvensional sehingga pendapatan 

yang diharapkan belum bisa 

memenuhi target yang telah 

ditentukan. 

Kemajuan teknologi informasi 

yang cukup pesat telah merambah ke 

tatanan pemerintahan baik pusat 

maupun daerah, tak terkecuali kota 

Yogjakarta yang menerapkan aplikasi 

Jogja Smart Service (JSS) yang 

lengkap dengan berbagai layanan dan 

informasi. Fasilitas layanan 

pembayaran juga ditingkatkan dengan 

menggunakan aplikasi yang 

memungkinkan pembayaran 

dilakukan secara non tunai sehingga 

mempermudah masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran 

pajak.   

Aplikasi Qris Dinamis sebagai 

salah satu metode pembayaran pajak 

secara non tunai diharapkan mampu 

meningkatkan pendapatan asli daerah 

serta mengurangi resiko 

penyalahgunaan pajak. 

 

B. Pembahasan 

Salah satu tugas negara dalam 

bidang pelayanan masyarakat 

berkaitan dengan kebutuhan dan 

tuntutan adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Tugas 

pelayanan pemerintahan tersebut 

dalam pelaksanaannya senantiasa 

ditingkatkan mengikuti 

perkembangan jaman. Sedangkan 

pelayanan yang baik menjadi tuntutan 

masyarakat, pelayanan tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan 

seseorang,  semakin majunya 
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peradapan masyarakat maka semakin 

komplek  tuntutan masyarakat akan 

kualitas pelayanan yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara. Pelayanan  publik dapat 

diartikan sebagai pemenuhan   

keinginan  dan kebutuhan 

masyarakat yang dilakukan oleh 

penyelenggara negara. Pelayanan 

publik   dimaksudkan sebagai 

pemberian layanan keperluaan orang 

atau masyarakat yang memepunyai   

kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan.  

Pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintahan    

sesuai dengan kepentingan 

masyarakat dan bersifat 

nonkomersial. Dalam   melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, 

Pemerintah memberikan pelayanan    

kepada masyarakat umum maupun 

swasta, ada tiga hal penting yang  

harus diperhatikan; masyarakat 

sebagai warga negara berhak 

memperoleh pelayanan yang prima,  

pemerintah sebagai penyedia  layanan,  

kepuasan pelanggan. Tiga hal tersebut 

merupakan tujuan yang hendak  

dicapai dalam pelayanan publik.  

Pelayanan prima merupakan tuntutan 

masyarakat kepada penyelenggara 

layanan, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik, dengan 

faktor faktor seperti keramahan, 

kredibilitas, akses, penampilan 

fasilitas, dan kemampuan dalam 

menyajikan pelayanan. Dalam 

mewujudkan kepuasan pelayanan 

kepada masyarakat, dibutuhkan 

standar pelayanan secara cepat, tepat 

tanggap dengan biaya murah, 

sehingga terciptalah suatu pelayanan 

prima, tentunya pelayanan harus         

memperhitungkan efisiansi dan    

efektifitas, dalam kerangka etika 

pelayanan publik. 

Tingkat efektifitas pelayanan 

publik yang dilakukan oleh aparatur 

pemerintah, dapat dilihat dari tingkat 

keberhasilan pelayanan yang telah  

diberikan pada publik, yang tentunya 

harus sesuai dengan tujuan dan 

sasaran pelayanan publik itu sendiri. 

Adanya keluhan masyarakat yang 

berkaitan dengan perilaku para  

birokrat, merupakan salah satu 

indikator kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah. Dalam era 

otonomi yang nyata dan tanggung 

jawab, pemerintah dituntut untuk  

melaksanakan  tugas,  wewenang dan 

kewajibannya sesuai      dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam urusan pelayanan pemerintah 

telah membuat Peraturan    Pemerintah 

Republik Indonesia   Nomor 65 Tahun 

2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Standar         Pelayanan Minimal, 

peraturan ini       sebagai payung hukum 

yang    berkenaan dengan pelayanan 

publik, yang yang tentunya 

disesuaikan situasi dan kondisi 

masyarakat daerah masing-masing. 

Pemerintah yang bertugas 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dituntut untuk  

menggunakan terobosan-terobosan  

baru, ide kreatif yang bersifat original  

atau bisa juga adaptasi atau  

modifikasi beberapa metode  

pelayanan dan melihat dimensi 

kualitas pelayanan publik (kecepatan, 

ketepatan, kemudahan, dan keadilan, 

serta berpedoman dengan prinsip 

pelayanan publik, sehingga inovasi 

teknologi dalam hal pelayanan sangat 

diharapkan masyarakat mendapat 

kepuasan pelayanan. Tujuan  

dikeluarkannya Instruksi Presiden 
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No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional adalah  

pengembangan e-government dalam  

rangka mengembangkan       

penyelenggaraan kepemerintahan  

yang berbasis elektronik guna    

meningkatkan kualitas layanan 

publik secara efektif dan efisien. 

Pemerintah kota Yogjakarta 

meluncurkan aplikasi Jogja Smart 

Service (JSS) untuk mendukung 

peningkatan pelayanan publik 

tersebut. Salah satu menu dalam 

program aplikasi tersebut adalah 

Qrisna sebagai bentuk layanan 

pembayaran pajak daerah berbasis 

Qris dinamis yang terintegrasi dengan 

data tagihan pajak daerah. 

Pemanfaatan Qris untuk pembayaran 

pajak daerah diharapakn mampu 

mewujudkan elektronisasi transaksi 

pembayaran pajak daerah secara non 

tunai dan akan meningkatkan realisasi 

penerimaan dan transaksi digital. 

Dengan adanya transformasi layanan 

berbasis digital ini, selain untuk 

meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan optimalisasi 

penerimaan pajak daerah, juga 

sebagai upaya mempercepat 

implementasi digitalisasi transaksi 

keuangan daerah di kota Yogyakarta. 

Program aplikasi Qris ini 

diluncurkan oleh pemerintah kota 

Yogjakarta, telah memenuhi inovasi 

dalam bidang pelayanan publik 

meliputi : 

1. Inovasi Layanan 

Inovasi pelayanan     yang 

diberlakukan kepada masyarakat 

sebagai wajib pajak sudah tidak perlu 

lagi mengunjungi secara fisik tempat 

pembayaran pajak karena    transaksi 

dapat dilakukan dengan menggunaan 

Aplikasi Qris yang dapat diunduh dan 

diinstal dalam Smartphone berbasis 

Android yang di desain dengan 

memanfaatkan Quick Response (QR) 

Code. Masyarakat cukup login ke 

aplikasi tersebut untuk melakukan 

pembayaran Pajak daerah sesuai 

kewajiban yang telah ditagihkan 

berdasarkan data yang telah 

diterbitkan oleh instansi terkait. 

Pembayaran wajib Pajak daerah oleh 

masyarakat sudah menggunakan 

metode digital yang fungsinya sama 

seperti pembayaran dengan uang 

tunai.  

 

2. Inovasi Proses Pelayanan 

a. Perubahan Organisasi.  

Kebijakan Pemerintah Kota 

Yogyakarta dalam Instruksi Walikota 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, 

telah turut serta dalam melakukan 

pengembangan e-government di 

Indonesia yaitu melalui pemanfaatan 

kemajuan teknologi dan informasi 

dalam meningkatkan pelayanan salah 

satunya pembayaran  Pajak daerah 

secara elektronik dengan 

menggunakan Qris. Model    pelayanan 

pembayaran Pajak daerah tersebut 

telah membawa perubahan pada 

organisasi pemerintahan dimana 

pemanfaatan teknologi mesin akan 

mengurangi tenaga manusia 

khususnya dalam melayani 

pemerimaan pembayaran. 

b. Prosedur. 

 Dalam melaksanakan  peraturan 

pembayaran pajak daerah tentunya 

berlandaskan pada payung hukum 

khususnya petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknisnya sebelum 

dilaksanakan. Pemerintah kota 

Yogyakarta membentuk Tim 

Percepatan dan Perluasan Digitalisasi 

Daerah (TP2DD) guna menjaga dan 

mengawal inovasi digitalisasi 
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transaksi keuangan pemerintah 

daerah.  

Peningkatan kualitas pelayanan 

menjadi tekad pemerintah kota 

Yogyakarta yang senantiasa 

ditingkatkan dari mulai pelayanan 

konvensional meningkat menjadi 

pelayanan digital. Sebelumnya 

pembayaran pajak daerah dilakukan 

dengan menggunakan uang tunai ke 

tempat yang telah ditunjuk oleh 

instansi terkait, dirubah dengan 

membayar sendiri melalui Qris yang 

terdapat dalam aplikasi JSS. 

c. Perubahan yang dirasakan 

dengan penerapan pembayaran pajak 

daerah secara non tunai 

menggunakan Qris dinamis adalah 

pembayaran Pajak daerah secara 

manual yang tidak efisien dirubah 

menjadi elektronik sehingga menjadi 

efisien. Masyarakat cukup 

menggunakan smartphone yang telah 

terinstal aplikasi JSS kemudian 

memilih jenis pajak yang akan 

dibayarkan serta scan QR Code Qris 

untuk melakukan pembayarannya. 

 

3.  Peningkatan Pendapatan Daerah 

Pemerintahan daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan 

memerlukan dana yang bersumber 

dari pusat dan dari daerah. Sumber 

dari pusat berasal dari APBN yang 

dialokasikan ke tiap daerah. 

Sedangkan pemerintah daerah diberi 

wewenang (otonomi) untuk menggali 

sumber yang berasal dari daerahnya 

masing-masing yang dikenal dengan 

pendapatan daerah. Pendapatan ini 

merupakan hak pemerintah daerah 

yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih (UU No 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah). Pendapatan 

daerah meliputi semua penerimaan 

uang melalui Rekening Kas Umum 

Daerah, yang menambah ekuitas dana 

lancar, yang merupakan hak daerah 

dalam satu tahun anggaran yang tidak 

perlu dibayar kembali oleh daerah (PP 

No. 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan) 

Kota Yogjakarta dengan luas 

wilayah yang tidak terlalu besar dan 

sumber pendapatan asli daerah (PAD) 

yang terbatas, sehingga strategi yang 

diambil oleh pemerintah kota 

Yogjakarta adalah dengan 

intensifikasi Pajak daerah dengan 

menerapkan pembayaran pajak non 

tunai melalui aplikasi JSS. Aplikasi 

tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah PAD dari 

bidang Pajak daerah dengan 

meminimalisir kebocoran atau 

penyalahgunaan pungutan. Perubahan 

dari cara konvensional ke elektronik 

memakai metode pelayanan 

terintegrasi  dengan Bank, artinya 

proses  pembayaran dilakukan dengan 

langsung mengambil data sesuai 

besarnya tagihan masing-masing. 

 

4.  Proses Layanan Pembayaran Non 

Tunai melalui Qris Dinamis 

a.  Mengunduh aplikasi JSS (Jogja 

Smart Service) 

Aplikasi JSS merupakan layanan 

yang digagas oleh Dinas Komunikasi 

Informatika dan Persandian kota 

Yogyakarta dengan basis single id 

atau single sign on. Aplikasi ini 

memiliki prinsip mengumpulkan 

semua aplikasi ke dalam satu wadah 

dengan menggunakan satu credential 

dan hanya memerlukan satu kali login 

untuk dapat masuk ke semua aplikasi 

sesuai kewenangan masing-masing 

pengguna sehingga memudahkan 

pengguna untuk mendapatkan 
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layanan digital. Aplikasi Jogja Smart 

Service dikembangkan dalam dua 

platform yakni berbasis web untuk 

transaksi yang rumit dan aplikasi 

mobile untuk akses yang praktis. 

b.  Pilih Aplikasi Qrisna 

Setelah berhasil menginstal 

aplikasi JSS, kemudian login dengan 

menggunakan akun yang telah 

didaftarkan terlebih dahulu yang 

berupa alamat email dan password. 

Selanjutnya memilih Aplikasi Qrisna 

yang terdapat dalam kategori Pajak 

dan Retribusi.  

c.  Pilih Jenis Tagihan 

Pajak/Retribusi 

Dalam aplikasi Qrisna terdapat 

berbagai pilihan jenis pajak daerah 

yang bisa dibayarkan, kita tinggal 

memilih jenis pajak mana yang sesuai 

dengan kewajiban kita sebagai wajib 

pajak dan mana yang akan kita 

bayarkan.  

d.  Masukkan Nomor Tagihan Anda 

Setelah memilih jenis pajak yang 

akan kita bayarkan, kemudian kita 

diminta memasukkan nomor tagihan 

pajak yang sesuai dengan beban kita, 

secara otomatis akan muncul 

besarnya nominal tagihan pajak dan 

nama wajib bajak yang bersangkutan. 

e.  Pilih Tagihan kemudian Bayar 

Sekarang 

Selanjutnya kita pilih tagihan 

dilanjutkan dengan memilih menu 

bayar sekarang, kemudian sistem 

akan mengolah dan menampilkan QR 

Code Qris. 

f.  Mengunduh/ Scan QR Code Qris 

untuk membayar tagihan 

Pembayaran tagihan pajak daerah 

dapat dilaksanakan setelah kita 

mengunduh QR Code Qris tersebut.  

g.  Scan Qris menggunakan aplikasi 

pembayaran 

Sistem pembayaran pajak non 

tunai telah disediakan oleh berbagai 

instansi pembayaran baik bank 

maupun non bank melalui berbagai 

produk layanan pembayaran. Layanan 

digital tersebut mensyaratkan 

pengguna memiliki cadangan dana 

yang mencukupi untuk melunasi 

pembayaran. 

h.  Daftar riwayat transaksi Anda 

Salah satu manfaat yang bisa 

dirasakan adalah adanya historis 

riwayat pembayaran yang pernah 

dilakukan oleh wajib pajak. Ada 

kalanya kita sangat membutuhkan 

riwayat pembayaran pajak guna 

kepentingan tertentu. 

i.  Terlampir hasil bukti 

pembayaran 

Sebagai bukti pembayaran yang 

telah dilakukan, tentu ada dokumen 

otentik. Aplikasi pembayaran non 

tunai melalui Qris dinamis ini 

menyediakan bukti digital yang bisa 

diunduh dan dicetak jika kita 

menghendaki bukti fisik.  

 
 

C. Kesimpulan 

Intensifikasi yang dilakukan 

untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah yang bersumber dari pajak 

daerah yakni melalui peluncuran 

aplikasi Qris Dinamis yang 

disematkan dalam aplikasi Jogja 

Smart Service (JSS). Aplikasi ini 

mampu meningkatkan pelayanan 

publik khususnya pelayanan 

pembayaran non tunai yang dilakukan 

secara online. Kecepatan pelayanan 

dan transparasi pembayaran pajak 

daerah ini sangat dirasakan oleh 

masyarakat sebagai wajib pajak 

karena langsung dapat dilakukan 

pelunasan sesuai dengan besarnya 

pajak yang menjadi kewajibannya. 

Penerapan pembayaran pajak non 

tunai ini menjadi salah satu program 
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percepatan dan perluasan digitalisasi 

daerah yang diharapkan menjadi 

pendukung dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 
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